
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

Mengingat 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga Kabupaten Rembang; 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS 
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG 

TENT ANG 

NOMOR i.1 TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 



14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 
Nomor 49); 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 128); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Rembang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 2011 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
108); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang 
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5670); 



(3) Kepala Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) merupakan guru yang diberi tugas tambahan. 

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipimpin oleh Kepala satuan pendidikan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas 
yang berupa satuan pendidikan. 

Pasal 2 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 

BAB II 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pendidikan, yang 
selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olah Raga Kabupaten Rembang. 

5. Kepala Dinas Pendidikan, Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 
yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang. 

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga Kabupaten Rembang. 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG. 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 ten tang 
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 2017 
Nomor 28); 



(4) Satuan pendidikan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di 
lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme 
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan kinerja yang terintegrasi. 

(3) Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip 
perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
sesuai bidang tugasnya masing-masing. 

(2) Satuan pendidikan dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing­ 
masing maupun dengan bidang-bidang dan sekretariat pada Dinas serta 
dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing. 

( 1) Satuan pendidikan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan 
kepada Dinas secara berka1a atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 6 

TATA KERJA 

BAB III 

(2) Pengaturan susunan organisasi diatur lebih lanj ut oleh Kepala satuan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(1) Susunan Organisasi Satuan pendidikan terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional; 
c. Pelaksana. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan 
pendidikan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pada 

Satuan pendidikan; 
b. pelaksanaan operasional kegiatan pada Satuan pendidikan; 
c. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan pendidikan; 
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

Satuan pendidikan. 

Pasal 4 

Satuan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat pada Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 

Pasal 3 

(5) Satuan pendidikan sebagaiaman dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Taman 
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Mengnah Pertama. 



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR t2 

SUBAKTI 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

/J 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal St ri;.!\,L.<Ou' 2ot8, 

ABDUL HAFIDZ 

BUPATI REMBANG, 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 7 ~ jmA-1..<(.u JU;Jl8 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya 
sepanjang mengatur UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 8 

KETENTUAN PENUTUP 

BABY 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh pegawai UPT Dinas Pendidikan 
Kecamatan dialih tugaskan pada Dinas. 

Pasal 7 

KETENTUAN PERALIHAN 

BAB IV 


